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hlengigat

NOMOI: 6 TAHUN 2001 L

TENTANG

TZIN USALLA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA,

WALIKOTA KUPANG,

bahwa otonomi dacrah telah memberikan kewenangan yang luas, nyvata
dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun
rumah langganya sendinl dalam meningkalkan pelayanan masyarakat,

bahwa dalam rangka pelayanon  dibidong  mdustn sesusi dengan
kewrnangan yang diberikan, maka periv mengatur lentang pemberian
Izin Usaha Indusiri dan Tanda Daftar Industr;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam horuf
a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Duerah
tentang [zin Usaha Industii dan Tanda Daftar Industri,

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan MNusa Tengpeara Timur
{Lembaran Megara Tahun 1958 Nomor 115: Tambahan Lembaran
Megara Nomor 1649);

. Undang-undang MNomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran MNegara MNomor 13);

Undang-undang Nomor 3§ Tahun 1984  temtang  Pesindustrian
(Lembaran MNegara Tabun 1984 Momor 22; Taembahan Lembaran
Megara Nomor 3274);

Undang-uendang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Usaha Kecil iLembaran

Megara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negasa Nomor

3611):

. Undang-undang WNomor 5 Tahun 1996 tentang Pembenukan

Kotamadva Daerah Tingkat [[ Kupang (Lembaran Negara Talun 1996
Momor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3363);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran MNegara Tahun 1997 Nomer 68
Tambahan Lembaran MNegara Nomor 3699);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemenntabnn Dacrah

(Lembaran Megara Tahun 1999 MNomor 60; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839



10,

1.
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15,

16,

17.

Undang-undang MNomor 25 Tabun 1999 jentang  Perimbangan
Feuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 199% Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Unefang-undanz Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolust Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7%, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 3851 );

Undang-wrnlang  MNomor 34 Tahun 2000 rentang Perubalian  Atas
Undang-ondang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribwsi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan
Lembaran MNeezarg Momor 4048);

Peramuran Pemenntah Nomor 13 Tahun 1995 tentang [zin Usaha
Industn (Lembaran MNegara Tahun 1995 Nomor 25: Tambahan
Lembaran Negara Nomoar 3396);

Peraturan Pemerintalh Nomer 27 Tahun 1999 (entang  Analisis
Mengenm Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999
MNomor 59; Tambahan Lembaran Megaro Momor 3838);

Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  din  Rewenangan  Propinsi scbagal Daerah  Cnonomi
{Lembaran Nemara Talun 2000 Momor 54: Tambahan Lembaran
MNegara Womor 3932);

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1926 tentang Kawasan Indusiri.

kKeputasan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Perundang-undangan dan Benmk Rancangan Undang-undang dan
Doncangan Peraturan Pemerintah serta Rancanean Kepotozan Presiden:

Keputusan Menteri Lingbungan Hidup Momor 17 Tahun 2001 tentang
Rencana Ulsaha dan atan kegiatan vang wajib dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup:

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 fenfang Rencana Tata Ruang
Wilavah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomeor §;
Tambahan I.embaran Daerah Nomor 62

Pernturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 téniang Pembeniukan Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis [Daeral {Letmbaran Dacrah Tahun 2000
Womor 16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72}

Clengan persemjuan

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KOTA KUPANG

MEMIUTUSKAN

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG [ZIN
USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI f

=



BARB |
KETENTUAN UMUM

Misal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a, Daerah adalah Kota Kupang;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi vang lainnya
sebagai Badan Eksekutil Daerah,

c.  Kepala Dacrah adalal Waliketa Kopang:

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinos Perindusinian dan Perdagangan kota
Kupans;

¢ Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan kaota Kupang:

{. Industr: adafah kegistan ekonomi vang mengolah baban mentah, bahan baky, barang setengah
jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tingei untuk pengpunaannya
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri:

g Bidang usaha industri adalah lapangan Kegiatan vang bersangkutan dengan cabang industri
atan jenis induste;

h. lzin Usaba Industn adalah tzn usaha yang diberiban kepada perusahasn indusiri yang telah
memenuht semua keteniwan perundang-undangan vang berlako dan telah seless membangun
pabrik dan sarana produksi;

. Tanda Daflar Indusin adalah tanda daftar vang diberikan kepada perusahaan indusin kecil
lerfentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapa diberlakokan sebagai
izdn;

3 Jends indusin adalah bagian dan suatu eabang indusirs vang mempunya ¢in khusus vang sama
dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

k. Perusahaan mdustri adalah perusahaan vang melakukan kemaran dibidang usaha industri vang
dapat berbentuk percrangan, perschunuan atau badan hukum vang berkedudukan di Indonesia;

l.  Perluasan peruszhaan indusini vang selanjulnva disenul perluasan adalah  penambahan
kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi vang telah diizinkan,

oAB 1
[Z21N USAHA INDUSTRI
Pasal 2
{1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperaleh Iem Usaha Industr;
{2y Peruzahaan indestss sebagmimana dimaksud dalam avat (1) dapat berbentuk perorangan.
perusabaan persekutitan aliog badan hukum vang berkeduduban di Indonesia.
Pasal 3
{1} Tenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban unmuk
memperoled [zin Usaha Industri;
{2y Yenis Industri tertentu gebapaimana dimaksud dalam ayzt (1) wajil didaBarkar;
(3) Terhadap jenis indusiri tementu sebagaimana dimaksud avar (2) diberikan Tanda Dafiar
Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin;
Pasal 4
{1} Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperfukan tahap persetujuam prinsip: %

L



(2} Tzin Usalw Indusiri diberikan kepada perusahaan industri vang elah memenuhi semua
ketenfuan perundang-undangan vang berlaku dan lelah selesai membangun pabrik dan sarana
produksi;

{3) Tzin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saal permintaan 1zin, apabila perusahaan
industri memenuhi ketentuan scbagai berikut :

2. Perusahaan mdusin berlokasi dikawasan mdustrn vang telab memaliki izin: atau
b. Jenis dan komoediti vang proses produksingsy tidak merusak ataupun membahavakan
lingkungan serfa tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

{4y Jenis dan komoditi sebagaimana dimabsud pada avat {3) hwraf (b ditetaphan oleh Menteri
Penndustrian dan Perdagangan.

Fasal 5

(1) Perusahaan industd vang melabukan perluasan melebihi 30 %o dari kapasitas produksi yang
telah dizinkan, diwajpibkan memperoleh zin perluasan;

(2% Untuk memperoleh izin perluasan, peresahaan industs sebagaimana dimaksud pasal 4 avat (2)
wajib menvampaikan rencana perluasan mufusirt don memenubd persy arman lingkungan hichup.

Fisal &

(1} Izin Usaha Industri berlaku selama 5 (lima) tahun don dapat diporpanjang seluma perusahaan
industel vang bersangkutan masih heraperisi:
(2} Izin Usaha Industri vanz masih berlaky, wajib mendaftarhan kembali setiap tahunnya.

Pasal 7
Tzin Usaha Industri vang dikeluarkan berdosarkan Peraruran Dacrah ini, herlaku pula bagi lempat
penvimpanan yvang berada pada kompleks usaha industri yang bersanghutan yang digunakan untuk

menvimpan peralatan, perlengkapan. bahan bakw dan hahan penolong untuk keperluan kegiatan
usaha industri rersebut,

azzl B

Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan
kepada Kepala Dinas Permdusinan dan Pendagangan,

Pasal 9

Progedur dan tata cara pelaksanaan fzin Usaha Indusini disiur kebih lanjut oleh hepala Dacerah,

BAB TTI
BIAYA PERTZINAN

Fasal 10

(1) Pemberian Izin Usaha Industri dikenakun biava penggantian ongkos cefak Tormulir perizinan
dan pendaftaran serta Waya transport petugas pemerikea vang tavifnva ditstapkan berdasarkan
golongan usaha sehagai barikut :

a. Golonpan vsaha besar dengan investasi diatas Bp. 1.000 000.000.-, (satu milvar rupiah)
ditetapkan schesar Rp. Z00.000,- {dua ratus nibu repiali); f



b, Golongan wsaha menengal dengan investasi antara Rp. 200,000.000.- (dua rafus juta
mupiah) sid Hp. LOOD.OOGOO0- {satn milvar rupiah) ditetaphkan sebesar Rp. 150,000, -
(scratus lima puluh ribw ropiah),

c. GColongan usaha kecil dengan investasi s/d Rp. 200.000,000,- (dua ratus juta ropiak),
ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(2} Iz Usaha Industri yang masih berlaku wajib didaflarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya

pendaltaran sesuat golongan wsaha schagai besikut

4. Golengin usaha besar dengan investasi diatas Rp, 1.000,000.000,- (sar milvar nupiah),
maya pendaftaran diletapkan scbesar Rp, 75.000,- (ujuh puluh lima nbu rupia);

. Golongan usaba menengah dengan investasi antara Rp. 200.000.000.- (dua rams juta
rupiah) 2'd Rp. 1.000.000.000,- {s:du milvar rupiah). hiava pendaftaran ditetapkan sehesar
Rp. S0.000,- (lina puly mba rmepiali;

t. (olongan usaha kecil dengan investasi sid Ryp, 200,000,000, (doa rars juta rapiah), biava
pendafiaran diretapkan sebesar Rp. 23.000,- (dua pulul lima ribu rupiah),

AL IV
PENCABUTAN TZIN

Frasal 11

lzin Usaha Indusins dapat dicabuon dadam hal -

il.

[»,

(i

Perusahaan indusiri vang melakukan peruasan tanpa memiliki izin sesuai ketentvan pasal §
avar {1} dan ayar (2);

Perusahaan industri vang melakukan pemindahan lokasi usaha industei tanpa persetujuan dari
boepala Daerah;

Perusahaan indusini vang memmbulkan kerusakan dan pencemaran akibal kepiatan usaha
inclustr terhadap lingkungan lndup melampani batas baku mutu lingkungan;

Perusahaan mdusim vang melakukaon keoiatin usaba mddustri tidak sesum dengan ketenfuan
yang ditetapkan dalam izin vang diperolels

Perusahaan mdustn vang bdak menvampaikan informas wdustin atan dengan  sengaa
ményampaikan mformasi indusin vang tidak benar,

BAB YV
KETENTUAN PIDANA

Pazal 12

(1} Barang siapa vang melanggn ketentuan-ketentuan vung diatur dafam Peraturan Daerah ini

dikenakan dends dua kal sebesar biava pendaftaran sebaggaimana dimaksud dalam Pasal 10
Peraturan Daerah ini dan atan setinggi-tingginyva Rp, 5300000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
atau diancam pidana kurungan badan paling lana 3 (tiga ) bulan;

{2) Ancaman pidana schagaimann dumaksed pada awvnt (1) pasal imi dapat diserfai dengan

pencatatan Trin Usaha Industri atan Tanda Dafar Industri; y

(3} Tindak pulana sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini adalah pelanggaran.



BABR VI

KETENTUAN PENY ITNKAN
Pasal 13

(1} Pejabat Pegawai Negen Spnl  terlentu di ingkungan Pemermtal Daerah diberi wewenang
khusus sehagm peayidik untek melabukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah
dan reinbusi dacrah sehagaimana dimaksud  daiam Undang-undang Nomor & Tahun 1981
tentani Hubkum Acara Pidana.

{2) Wewenang penyvidik schagannoma dimaksud pada ayvar (1) adalab

3

J:
K,

Menerima, mengumpnlkan dan menslin ketesangan atan laporan berkenaan dengan tindak
pidana i bidang retribus cocral aga deterangan stau laporan tersebut. mengadi lengkap
dan jelas:

Menelity, mencari dan mengumpulkan  keterangan mengenal orang pribadi  atau badan
tentang  Kebenaran  perbuatan vang dilakukan sshubunpan  dengan tindak pidana <
hidang retribusi daeraly; ;

teleninta keterangan dan bahan bukn Jan orang pribadi atan  badan sehubungan dengan
tindak pidan dibidang retnbust daerah:

Memberikan bubu-boku, catalan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan lindak
prcdana di bidang retribusi dacrah:

Mlelakakan pengoeladahan untuk mendapatkan bahan bukt pembukuan, pencatatan dan
dokumen=dokumen Lan serta melakukan penvitaan terhadap barang bukn iersebu;
MDeminta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang rersebur;

Menyuruh berhenti dan atan melarang seseorang meninogalkan roangan atau tempat pada
saal pemerikssan berlangsung dan memariksa identitas  orang dan atau dokumen yang
dibaws sebagaiman dimabsad pada hurd o

Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

Memangeil seseorang unink didengar  keterangannya  (an deperiksa sebagai  fersangka
aiau saksi;

hlenghentikan peavidikan:

Melakokan tindakan lain vang perle wniuk kelancaon penyvidikan tindak pidana menunut
hubum vang dapat dipertanggungjawabkan;

(3). Pervidikan sebagimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainya penvidikan
kopada penumiut umum. sesuai ketentuan vang diar dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
19€1 tentang Hukum Acara Pidana.

BAR VTT
KETENTUAN PENLUTUP

Fazul 14

(1) Persctujuan prinsip yang telah dikeluarkan sebelum malai berlakunya Perauran Daerah :inli
dinvatakan fetap berizku dan dapat dipergunakan umick memperoich fzm Usaha Indusm

berdasarkan Peraturan Diaerab i, o :
(2) lzin Usaha Industri, lzin Peruasan. Tanda Daflar Industri hectl yang dikeluarkan sehelum

mulai berlakunya Peraturan Dacrah ini dinyatakan tetap berlalu,

Fazal 15

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Iagi.

Dengan berlakunva Peramran Dacrah mo maka s?nln sesUAn vang ada sebelum ditetapkan



Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah,

Pasal 17
Peraturan Daerah i mulm berlaku pada tanggal diondangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dasrah mi dengan
pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang,

Ditetapkan di  Kupang

Diundangkan di Kupang
E&"a.r.f.a tanggal 17 September 2001
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LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHLUN 2001 NOMOR 32
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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : & TAHUN 2001
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

UMUM

Hakekat vang dikandung dalaom spisit olonomi dacrah saar ini  adalah bergesernyva
paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercavaan kepada
daerah uptuk membangun Jan mendekatkan pelayvanan  kepada masyarakat secara
profesional, trmsparan dan tdal. diskrinvinatid,

Usaha Indusin sebagar hégratan ¢honom vang hemvallon dengan proses pengzolahan
sualu barang  dengan memberikan nilai tambah vang lebih finggl mempunyal
dampak multiplier ek bmk dedam peiyempan fensgs werja muupen dajam
peningkatan perekonomian  daerah. MNamun i pthak lam  dalam  proses
pengolahsnnya, dampak ikuten yvareg  tmbul adalab egadinya perubahan
lingkungan =chagai akihat dari pemanfaatan potensi sumber daya alam  vang
berlebthan mevpun dalam pemilihan pengeunaan teknologi

Menvadar: akan hal tersehal, Undaeg-nndang  nomor 3 b (984 12onlang
Perindustrian mensyaatkan kewajibun bagi sefiap pelakn usaha di bidang industri
untuk memiliki fin usaba dasi pemeontal sebelwm memulal usahanya, khebijakan
i bidang pesijinan jups donsksudhan  uotuk menghindard  pzmborosan dan
Penvaiahgunaan pemanfuaan sumber dayva alam vang langha, disamping sebagai
alat pengawasan dan pengendalian bagt pemerintah,

Lintuk  memberikan  leottimasi  kepada Pemerinieh Kota RKupamg  dalom
melaksanakan pengaswasan dan pengendalian di bidang industri melalui kebijakan
perginan dan pendatiaran sgalan dengan bowimangan ving diberikan sesual amanat
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 dan Perafuran Pemerintah Nemor 25
Tabum 2000, maka salah sam pevangkar Bukum vang diperiukan adalaih Peraturan
Daerah yang mengatur tentans [7in Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Avat 1 dan aval 2
Cusup jelas
Pasal 3

Ayat | &/'d ayal 4
Cubup pelas &



Pasal 4
Avat 1 s/d avat 2
Cukup jelaz

Ayal 3

4 Pemberian  lein Usaha Indusii  secara langsung tanpa melalui tahap
persetujuan prinsip tidak berlaku bagi kawasan peruntakan sehagar Inkas
industri bendasarkan PERDA Roa Kupang Nw. 6 Tohun 2000 lentang
Rencana Tata Ruang Wilayah,

b, Cukup jelas
Ayar 4
Cukup jelax
Hasal 3

Avat | don ayat 2
Cukup jelas

Fasal &
qyvat | dam avat 2
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Hasal &

Dralam hal pemberian ljin Usaha Indusin kepada  perusahaan indostri tertentu
vang mempunyai dampak sesial ekonomi dan linghkungan  yang  besar
Waliketa dapal berkonsuliasi dengan DPRD.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Avat | dan avat 2
Penelanan penggantian vighos cetak formulir perizinan dan pendafiaran seria
biaya transport petugas pemenksa didasarkan pada perfimbangan bahwa
masth  terbatasnva  kemampwm keuangan dacrah  schingga  partisipasi
pengusaha untuk membantu kelancaran penerbilan Izin Usaha Industin sanaat
dibutuhkan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Avat | 8/d ayar 3

Cubup jelas

Pasal 13

Avat | dan ayar 2
Cukup jelas {f




Fasal 14
Cukup jelas

Paszal 15
Cukup jclas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : B0
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